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DINAMIKA adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang
didasarkan pada kliping 9 koran nasional dan 11 koran lokal (Kompas, Sindo, Bisnis
Indonesia, Media Indonesia, Suara Pembarnan, Tempo, Snara Merdeka, Metrot TV News.Coms;
Egquator, Fajar Online, Lampung Post, Medan Bisnis, Swara Kita, Pikiran Rakyat, Jawa Pos,
Jurnal Bogor, Radar Banten, Solo Pos, Joglo Semar), serta beberapa buletin dan majalah
perburuhan. Analisis ini terutama menyoroti dua aspek dalam isu perburuhan, yaitu
resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami
kondisi perburuhan untuk penguatan gerakan buruh.

Pengantar

S elama Januari-Juni 2009 banyak kejadian yang menarik perhatian.

Peristiwa-peristiwa tersebut dihebohkan pula dengan cara-cara
pemberitaan media massa, terutama televisi. Pada awal Januari 2009, tersiar
mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Sebelumnya, Desember
2009, pemerintah telah menurunkan harga (BBM) dari Rp 6.000 menjadi Rp
4.500. Hal ini beriringan dengan penurunan harga minyak mentah di tingkat
internasional. Di tingkat internasional, terjadi perang memperebutkan Jalur
Gaza, antara Palestina dan Israel. Sebagian orang memahami peristiwa
tersebut sebagai aksi kebencian Zionis Yahudi terhadap umat Islam. Para
cendikia mengingatkan bahwa perang tersebut memiliki keterkaitan dengan
krisis finansial yang dialami Amerika Serikat (AS).

Krisis keuangan yang terjadi sejak pertengahan 2007 telah menjalar ke
Eropa dan membawa dampak buruk bagi kelangsungan usaha di Asia. Karena
ulah para pemilik modal di bursa keuangan AS, krisis telah mengglobal. Salah
satu faktornya adalah pasar ekspor negara-negara Asia adalah AS dan Eropa.
Pada akhir 2008, beberapa negara di kawasan Asia menurunkan target
pertumbuhan ekonomi, Jepang mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari 0,5
menjadi -0,2 persen, AS dari 0,1 menjadi -0,5, bahkan Singapura dari 3,5
persen menjadi -5 persen (Tempo, 27/01/2009). Sebagaimana dirilis Ekonom
Allianz Group Michael Heise, produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2004-
2008 meningkat rata-rata 8 persen per tahun. Namun terdampak krisis
finansial (Koran Tempo, 28/05/2009).

Pertumbuhan Ekonomi ASIA

Negara 2006 2007 2008 2009 2010
Cina 116 119 9 6,5 7
India 9,7 9 6,5 45 6,5
Indonesia 80 6,3 6,1 3,5 4
Malaysia 58 6,3 4,6 2,5 815
Singapura 84 78 1,1 -6 3
Korea Selatan 5,1 5 2,5 -3,5 015

Thailand 5.2 49 2,6 -3,5 3
SUMBER: RISET ALLIANZ Tahun 2009 dan 2010 angka perkiraan




Dampak krisis finansial pun terlihat dengan melemahnya aktivitas
perdagangan di perusahaan besar. Pada semester I 2009, penjualan sepeda
motor Suzuki di seluruh dunia hanya 1,43 juta unit atau turun 25 persen
dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Untuk mobil, penjualan
unit mengalami penurunan 6,7 persen atau 1,11 juta kendaraan (Kompas,
3/11/20/2009). Pabrik Hyundai di AS, mengubah jam kerja buruhnya
menjadi 3 hari seminggu. Penjualan Hyundai, sejak Desember 2008,
menurun 48 persen.

Kelesuan ekonomi negara Asia menyebabkan PHK di masing-masing
negara. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di wilayah ASEAN dipulangkan.
Dapat diperkirakan akan terjadi pertambahan pengangguran di Indonesia,
terutama di perdesaan.

Di bidang perburuhan, selain persoalan kenaikan upah dan pemecatan,
muncul pula persoalan ketidaknaikan upah. Meskipuan per Januari 2009,
kenaikan UMK mencapai rata-rata 10 persen, namun di beberapa daerah
muncul tuntutan penangguhan upah. Alasan utama penangguhan upah
adalah krisis finansial global. Bentuknya, karena order yang menurun, tidak
ada order, dan mahalnya bahan baku. Alasan penangguhan upah diikuti
ancaman penutupan usaha maupun relokasi. Hingga Maret 2009, persoalan
penangguhan upah dan pemecatan (Pemutusan Hubungan Kerja/PHK) masih
saja mengemuka. Himbauan pemerintah mengenai larangan PHK,* tidak
mencegah logika modal untuk menekan upah buruh atau PHK. Di beberapa
daerah, ancaman ketidaknaikkan upah diikuti dengan pemecatan terhadap
aktivis serikat. Hal ini merupakan potensi pertambahan pengangguran di
perkotaan.

Dalam soal politik, peristiwa yang menyedot perhatian masyarakat
adalah pelaksanaan pemilihan umum presiden 2009. Masyarakat hampir lupa
dengan kejadian PHK, sempitnya lapangan kerja, dan upah yang rendah.
Menurut para pengamat politik, pemilu 2009 merupakan pesta termahal.
Pada pemilu 2009, Partai Demokrat tampil sebagai pemenang. Di KPU yang
terdaftar dan memiliki hak pilih mencapai 171 juta orang, tetapi hanya 105
juta suara yang terhitung, tingkat abstensi sangat besar, 38,6%.

Hasil Pemilu 2009

No Partai Suara %

1 Partai Demokrat 21,703.137 20,8
2 Golkar 15.037.757 14,4
3 PDI-P 14.600.091 14,0
4 PKS 8.206.955 7,9
5 PAN 6.254.580 6,0
6 PPP 5.533.214 53
7 PKB 5.146.122 4.9
8 Gerindra 4.646.406 4,5

1 Surat Edaran No: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Surat tersebut menyatakan,
ketika perusahaan mengalami kesulitan, PHK merupakan jalan terakhir. Beberapa tahapan sebelum dilakukan PHK adalah mengurangi upah
dan fasilitas pekerja tingkat atas (manajer/direktur), menghapuskan lembur, mengurangi jam atau hari kerja, meliburkan atau merumahkan
buruh, tidak memperpanjang kontrak dan memberikan pensiun (Sedane, Vol 6. No. 2 2008).



9 Lain-lain 22.971.523 22,2
TOTAL 104.099.785 100
Tingkat Absetensi 38,6%*
*Total populasi dengan hak pilih untuk pemilu 2009 adalah 171.068.667 (KPU)

Tingkat abstensi atau golongan putih (golput) terus meningkat dari
pemilu ke pemilu (10% ke 20% ke 40%). Dalam pemilihan kepala daerah
(pemilihan gubernur) jumlah golput juga terlihat, misalnya; dalam Pilgub
Sulawesi Selatan sebanyak 1.596.825 (golput) dari total suara 3.701.306
orang; Pilgub Jabar (golput 35,7%); Pilgub DKI Jakarta golput 36,2%; Pilgub
Banten golput 39,28%; Pilgub Sumatera Utara golput 41%; Pilgub Sumbar
golput 35,70%, Pilbup Pati golput mencapai 50%, Pilgub Jawa Tengah golput
45,25%, dan Pilgub NTT (golput 20%).

Masih dalam hiruk pikuk pemilu, pada April 2009, muncul wacana
antara neolib versus kerakyatan. Isu neolib dialamatkan kepada tim ekonomi
SBY, khususnya calon wakil presiden Boediono. Memasuki masa kampanye,
Juni 20009, hiruk pikuk diramaikan pula oleh keterlibatan serikat buruh untuk
mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Sebagian serikat buruh, ada yang melakukan kontrak politik dengan
SBY-Boediono, di beberapa daerah ada yang kontrak politik dengan
Megawati-Prabowo, ada juga yang mendukung JK-Wiranto. Namun, ada pula
serikat buruh yang menyerukan golongan putih dan menyatakan pemilu 2009
sebagai hajatan borjuasi komprador.

Di kalangan aktivis prodemokrasi, momen pemilu 2009 menjadi
perdebatan tersendiri. Salah satu perdebatan tersebut mengenai perlu
tidaknya mengintervensi pemilu. Dalam beberapa kasus, momen pemilu 2009
mencerminkan ketidaksinkronan antara pengurus dan bawahannya. Dalam
konteks lain, memperparah situasi fragmentasi gerakan sosial, khususnya
gerakan serikat buruh.

Di tingkat nasional maupun wilayah terjadi aksi-aksi protes menuntut
kejelasan daftar pemilih tetap. Di samping itu, terdapat pula aksi-aksi protes
serikat buruh, tani, korban pelanggaran HAM, mahasiswa untuk
memperingati Hari Buruh Internasional (1 Mei), Hari Pendidikan Nasional (2
Mei), Mengenang Marsinah (8 Mei), Mengenang Tragedi Semanggi (13-15
Mei).

Di bawah bayang-bayang persiapan pemilu 2009 dan krisis finansial,
terselenggara pertemuan internasional, yakni G-20 di London pada 1-2 April,
pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke 42 pada 2-5 Mei di
Bali, dan Konferensi Kelautan Internasional (World Ocean Conference-Coral
Triangle Inisiative) di Manado, pada 13-14 Mei 2009. ketiga pertemuan
tersebut dikerangkakan untuk menangani krisis iklim, krisis pangan, krisis
energi dan finansial untuk ditangani secara global.

G-20 bersama lembaga-lembaga keuangan internasional telah
menghasilkan 29 komitmen. Inti dari komunike tersebut adalah pencegahan
proteksionisme, reformasi sektor keuangan, pemberantasan tax haven,



mengucurkan dana stimulus sebesar $1.1 triliun untuk menggerakkan angka
pertumbuhan ekonomi, mendorong permintaan sektor tenaga kerja serta
membangun sistem dan memperkuat kepercayaan sektor keuangan global.
Sedangkan kebijakan stimulan lain dalam bentuk kebijakan fiskal mencapai
$5 triliun (Global Justice Update, Edisi 2 Juni 2009).

Sidang Tahunan ADB membahas kemajuan yang dicapai anggota ADB
dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan berdasarkan kerangka kerja
strategi ADB hingga tahun 2020. Dari ADB, pemerintah Indonesia
merencanakan penarikan dana stand by loan (pinjaman siaga) US$ 1 miliar
per tahun (Asian People Movement Againts ADB, 2009).

Sementara WOC-CTI merupakan pertemuan yang membicarakan
perubahan iklim, dampak dan perannya terhadap laut. WOC-CTI melibatkan
negara-negara Amerika Serikat dan Australia, termasuk lembaga-lembaga
negara, seperti DKP RI, NOAA, USAID, US Fish and Wildlife Services, World
Wildlife Fund, The Nature Conservacy, dan Conservation International;
lembaga multilateral seperti GEF, Bank Dunia, Asian Development Bank,
UNESCO, FAO, IOTC.

Sumber Indikatif Rencana Pendanaan CTI diperkirakan USD 471,4
juta. Akhir 2007, CTT memperoleh komitmen awal hibah sebesar US$ 25 juta
oleh Global Environment Facilities (GEF). Pemerintah AS pun menjanjikan
(pledge) donasi awal sebesar US$ 4,3 juta, Australia mengajukan US$ 1,43
juta, demikian pula ADB dengan hibah awal US$ 2 juta. Sementara Selandia
Baru, Perancis dan RRC menyampaikan minat mendukung CTI, termasuk
TNC, CI, WWF, yang kabarnya menyediakan dana sebesar US$ 500 ribu.

WOC-CTI menelurkan action plan untuk mengatur dasar-dasar
kebijakan, pemanfaatan, dan peningkatan hasil maksimal bentang laut (sea
scapes), perikanan khususnya tuna (fishery), dan juga perluasan kawasan
konservasi (marine protected areas). Juga mengatur perlindungan atas
spesies yang terancam punah, serta membuat peraturan adaptasi perubahan
iklim dalam ekosistem laut dan pesisir. Ke depan, kelautan didorong dapat
menyumbang 20% terhadap PDB Indonesia.

Ketiga momen tersebut di atas, memiliki hubungan erat dengan krisis
yang dialami negara-negara maju: krisis pangan, krisis keuangan, dan
perubahan iklim. Ada indikasi kuat bahwa krisis finansial yang dialami
perusahaan-perusahaan keuangan kelas dunia di AS, dikonversi menjadi
krisis keuangan global dan ditanggung oleh negara-negara berkembang
termasuk Indonesia.

Pertemuan G-20 menyaratkan keterlibatan lembaga-lembaga
multilateral semisal World Trade Organisation (WTO), International
Monetery Fund (IMF), World Bank (WB). Lembaga-lembaga tersebut selalu
menutup mata terhadap dampak kebijakan yang telah diterapkannya (Stiglitz,
2003). Kesepakatan G-20 telah memenjarakan rakyat Indonesia dalam rejim
hutang. Data Dirjen Pengelolaan Utang menunjukkan bahwa selama 5 tahun
pemerintahan SBY telah meningkatkan porsi hutang dari Rp 1.275 triliun



(2004) menjadi Rp 1.667 triliun (Januari 2009). Per tahunnya, pemerintahan
SBY telah berhutang Rp 80 triliun (Global Justice Update, 2 Juni 2009).

Sejak Indonesia tergabung dalam ADB, pinjaman ADB banyak
madharat-nya. Pinjaman ADB untuk sektor pertanian tidak menjadikan
petani semakin membaik kualitas kehidupan mereka, bahkan petani
khususnya petani-perempuan semakin kesulitan dalam memproduksi dan
mendistribusikan hasil pertanian. Proyek ADB di sektor energi dan program
perubahan iklim telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan
eksploitasi SDA secara besar-besaran. Selama empat puluh dua tahun,
dukungan ADB telah menyebabkan dampak yang buruk pada pelayanan
sosial, kehidupan, kedaulatan pangan serta lingkungan. Bersama-sama
dengan Bank Dunia, ADB telah menjadi penggerak utama privatisasi layanan
sosial di kawasan Asia Pasifik. ADB Juga mendanai privatisasi listrik dalam
proyeknya di Filipina, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Indonesia, India dan
banyak tempat lainnya. ADB telah menyebabkan berkurangnya akses
perumahan bagi rakyat miskin, monopoli sumber daya alam oleh perusahaan-
perusahaan swasta, penggusuran masyarakat besar-besaran serta kerusakan
lingkungan (Asian People Movement Againts ADB, 2009).

Sementara kesepakatan WOC-CTI semakin menjauh dari kepentingan
perairan dan hak-hak nelayan tradisional. Apalagi bicara masalah kerusakan
lingkungan akibat industri tambang dan migas, perluasan reklamasi pantai
dan ekspansi industri pertambakan udang yang sarat pengrusakan ekosistem
pesisir, serta praktek perikanan illegal (http://www.jatam.org).

*k%

PEMILU 2009 DILAKSANAKAN dalam situasi pertumbuhan ekonomi
yang terus melambat. Rejim SBY mengoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi
Indonesia dari 6 persen menjadi 4,0-4,5 persen. Hingga semeter I 2009
pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,2 persen. Inflasi Januari-Juni
2009 sebesar 0,21 persen. Harga-harga berbagai komoditas pada bulan Juni
2009 mengalami kenaikan. Menurut BPS, di 66 kota pada bulan Juni 2009
terjadi inflasi 0,11 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen
(IHK) dari 113,97 pada Mei 2009 menjadi 114,10 pada Juni 2009 (BPS, Juli
2009).

Pertumbuhan ekonomi disumbang sektor industri pengangkutan dan
komunikasi yang mencapai 1,4 persen, khususnya sektor komunikasi dan
lebih khusus lagi sektor telepon selular. Sektor lainnya antara lain sektor jasa
0,7 persen, sektor keuangan 0,5 persen, industri 0,4 persen, konstruksi 0,4
persen, pertanian 0,3 persen, dan pertambangan dan penggalian 0,2 persen.

Pemecatan dan Pemberangusan Serikat

Pemerintah  Indonesia  dalam  Konferensi  Ketenagakerjaan
Internasional (ILC) ke-98 di Jenewa, Swiss, 2-19 Juni 2009, mengatakan
"Kita dinilai telah berhasil menjalankan berbagai program melalui paket
stimulus fiskal untuk mencegah PHK massal di tengah krisis global, karena itu


http://www.jatam.org/

pemerintah Indonesia diminta untuk menyampaikan langkah-langkah yang
telah diambil," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans)
Erman Suparno.

Sementara itu, Menurut Dirjen Plh Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsostek) Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Depnaketrans), mengatakan bahwa jumlah yang
telah di PHK, pada 29 Mei 2009 sebanyak 52.399 orang pekerja. Pada 5 Juni
2009, mencapai 52.954 orang pekerja. Sementara itu, untuk jumlah pekerja
yang telah dirumahkan sebanyak 22.440 orang pekerja.

Namun, jauh sebelum krisis global mulai bergulir akhir 2008, persepsi
bahwa Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi telah diperdebatkan.
Karena terjadi penurunan sektor-sektor industri. Seperti dirilih Departemen
Perindustrian, situasi industri sampai triwulan III 2008 lebih banyak terjadi
pada sektor-sektor jasa (non-tradable) dibanding sektor-sektor barang
(tradable). Sektor-sektor jasa yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah
pengangkutan & komunikasi (18,96 persen), listrik, gas & air bersih (11,72
persen), keuangan, bangunan (7,87 persen), real estate & jasa perusahaan
(8,49 persen), perdagangan, hotel & restoran (7,48 persen), serta sektor jasa-
jasa (6,27 persen). Sedangkan sektor-sektor barang, seperti industri
pengolahan (termasuk migas); pertanian, peternakan, kehutanan dan
perikanan; serta sektor Pertambangan dan Penggalian, pertumbuhannya
menurun (Departemen Perindustrian, Desember 2008). Karena itu, hingga
semester 1 terjadi pembengkakan pengangguran akibat pemecatan
(Pemutusan Hubungan Kerja/PHK).

Tabel Kumulasi PHK Semester | 2009

Sektor Kasus | Jumlah PHK
I. TSK (Tekstil, Sandang dan Kulit) 33 130,291
Il. RTMM (Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman) 11 19,722
Ill. LEM (Logam, Elektronik dan Metal) 17 44,597
IV. KEP (Kimia, Energi dan Pertambangan) 9 3,295
V. Perkayuan dan Kehutanan 19 50,790
VI. Transportasi dan Komunikasi 8 3,588
Sumber: Pusat Data dan Dokumentasi LIPS
PHK belum termasuk di sektro Jasa Keuangan, Pertanian dan Perkebunan

Jumlah PHK Januari-Juni 2009 sebanyak 252.283 orang. PHK
terbanyak dialami industri TSK yang disusul oleh industri Perkayuan dan
Kehutanan. Industri tekstil dikenal sebagai penyerap tenaga kerja terbesar di
perkotaan, sementara industri perkayuan dan kehutanan menyerap tenaga
kerja di perdesaaan.

Berdasarkan pemantauan LIPS, rata-rata PHK disertai alasan menurun
dan penghentian order dari pasar internasional. Menurunnya order dari pasar
internasional mendorong pengurangan tenaga kerja dalam bentuk pemecatan
dan dirumahkan.



Melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah mewanti-
wanti untuk tidak memecat buruh tetap ketika mengalami kesulitan berusaha.
Hanya saja, krisis memperlihatkan pola PHK yang khas. Krisis menjadi
peluang untuk mem-PHK buruh tetap dan merekrut buruh kontrak. PT.
Grand Pintalan Serang Banten, pada Maret 2009, telah mem-PHK 400 buruh,
kemudian merekrut buruh dengan status kontrak dari Bandung. PT. Frans
Putratex Serang Banten, telah mem-PHK 73 orang buruhnya, dan
mengumumkan perekrutan buruh kontrak.

Pola lain adalah PHK yang dialamatkan kepada aktivis serikat. Hal ini,
dialami oleh PUK KEP SPSI PT. Framas Plastic Technology, yang
memproduksi merk Adidas, mem-PHK lima pengurusnya. Dialami pula DPC
FSPMI Bogor Jawa Barat, DPC FSPMI Pasuruan Jawa Timur (PT. Kim Jing),
Serikat Pekerja Hotel Grand Aquila FSPM, SPN Tangerang Banten (PT.
PRATAMA SHOES dan PT. Wonnel Middas).

PHK semakin mengurangi kekuatan kolektif serikat buruh setelah
masifikasi perubahan status buruh menjadi kontrak atau outsourcing. Rata-
rata buruh kontrak maupun outsourcing enggan berserikat, karena terancam
dan terikat kontrak. Rejim fleksbilitas tenaga kerja tidak hanya memproduksi
dehumanisasi (buruh kontrak dan outsourcing), tapi bermimpi kesetaraan
antara individu buruh dengan pengusaha. Rejim fleksibilisasi tidak
menghendaki perundingan kolektif oleh serikat.

Karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi dalam semester I 2009
agak membaik tidak mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat,
terutama buruh. Menurut Aviliani, pencapaian pertumbuhan ekonomi
semester 2009 ditopang oleh sektor konsumsi bukan oleh investasi.
Sementara, menurut Kwik Kian Gie, jumlah pertumbuhan ekonomi tidak
berdasar metode penghitungan yang jujur. Meskipun pertumbuhan ekonomi
meningkat tidak berarti kemiskinan dan pengangguran berkurang.z

Anggapan di atas diperkuat oleh laporan Departemen Perindustrian
mengenai perkembangan sektor industri. Laporan tersebut menyebutkan
sejumlah permasalahan mendasar pada tataran makro dan mikro industri,
serta infrastruktur penunjang industri. Laporan tersebut juga menegaskan
kurangnya kemampuan produksi barang setengah jadi dan komponen,
keterbatasan pasokan bahan baku dan energi, ketergantungan impor bahan
baku dan penolong, kapasitas produksi yang tidak optimal, kelemahan
penerapan standardisasi, hingga penguasaan pasar domestik yang lemah.

2 PDB adalah produksi barang dan jasa di Indonesia, tidak peduli siapa yang membuat barang dan jasa itu. Kalau
ceteris paribus ada satu perusahaan asing berinvestasi di Indonesia dengan 100 milyar dollar AS untuk
mengeduk minyak, emas dan batu bara, semua kekayaan mineral yang diangkatnya dari dalam perut bumi
Indonesia adalah PDB Indonesia. Semua mineral itu miliknya investor asing yang bersangkutan. Pemerintah
Indonesia kebagian pajak dan royalti yang sangat kecil. Mereka juga mempekerjakan para buruh Indonesia, tetapi
gajinya sangat rendah dibandingkan dengan perolehan mereka. Terus jumlahnya juga tidak banyak, karena
pengedukannya dilakukan dengan alat-alat berat yang padat modal. Bagian terbesar dari perolehan itu miliknya
investor asing tadi. Statistik kita mencatatnya sebagai PDB Indonesia. Terus barangnya diekspor. Statistik kita
mencatat Ekspor Indonesia meningkat. (Gie, Kwik Kian. Produk Domestik Bruto Mengandung Banyak Penyesatan
dan Kotoran. Rabu, 02 September 09. Tersedia online: koraninternet.com).



Hal-hal tersebut merupakan sebagian dari problem klasik yang menandakan
ketergantungan struktur industri negeri ini (Depperin, 2008).

Pascakrisis finansial 2008, pukulan terberat dialami oleh industri
garmen dan tekstil. Dua industri ini, sejak 2005 terus mengalami
perlambatan. Liberalisasi perdagangan tekstil, telah menyebabkan gempuran
impor tekstil luar negari yang dijual murah. Sementara, industri tekstil dalam
negeri masih menggunakan teknologi rendah. Persaingan industri tekstil telah
menyebabkan tekanan pemecatan yang semakin hebat, dan penurunan upah.

Menurut Kelompok Pelita Sejahtera maraknya PHK pada semester I
2009 akibat melemahnya peranan pemerintah dalam mengawasi
ketenagakerjaan. Bahkan, aturan diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tidak
dipatuhi oleh pengusaha. Kebanyakan buruh yang menjadi korban PHK
tersebut tidak diberikan hak-haknya, seperti uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Lemahnya peranan pemerintah menjadi salah satu faktor penyebab
maraknya pemecatan terhadap aktivis serikat. Meskipun kebebasan berserikat
telah dijamin oleh UU No. 21 Tahun 2000, banyak sekali upaya-upaya
perusahaan maupun pemerintah mengarahkan penyelesaian hubungan
industrial secara individual. Secara ekstrim, pengusaha tidak melibatkan
serikat buruh dalam membuat perjanjian kerja bersama.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sejak 2007, banyak yang tidak
diperpanjang. Perusahaan, dengan alasan krisis, menghindar untuk
merundingkan PKB. Kasus ini terlihat di PUK KEP SPSI PT. Framas Plastic
Technology Bekasi Jawa Barat, PSP SPN PT. Frans Putratex Serang Banten.

Data yang dihimpun Fair Play Alliance3 menyebutkan bahwa PHK juga terjadi
di perusahaan-perusahaan pemasok merk terkenal. PHK diiringi dengan pelemahan
fungsi serikat di tingkat perusahaan, seperti menolak serikat untuk perundingan.
Cara penolakannya pun beragam, seperti tidak menanggapi sama sekali
ajakan berunding, mengulur-ngulur waktu, menyuap tim perunding dari
serikat, menghindari substansi pembahasan perundingan, menghalang-
halangi aktivitas organisasi dalam lingkungan perusahaan. Penolakan
perundingan biasanya didasarkan pada argumentasi bahwa jumlah anggota
SP/SB kurang dari 50% + 1.

PHK di atas hanya memperlihatkan perkembangan di industri modern.
Pada satu sisi, atas nama “hutan kota”, pemerintah daerah banyak menggusur
pedagang kaki lima. Namun, di sisi lain kebijakan mengonversi bidang agraria
untuk kepentingan korporasi tambang, minyak, properti terus terjadi. Di
ranah pertanian, angka kepemilikan lahan mengecil hingga hanya 0.5 hektar
per keluarga tani, sehingga jumlah petani gurem terus meningkat (28,3 juta
keluarga tani dan porsinya 55.1% dari total petani Indonesia). Jumlah
kelaparan yang di seluruh dunia mencapai 1 milyar jiwa (FAO, 2009).

3 Fair Play Alliance adalah forum yang dibentuk oleh beberapa NGO dan serikat buruh mengampanyekan situasi
perburuhan kepada buyer-buyer internasional, semisal Adidas, New Balance dan Nike.



Upah dan Privatisasi

Pada 2009, secara nasional, kenaikan upah mencapai rata-rata 10%.
Namun, sebanyak 81 perusahaan di Jawa Barat, 77 perusahaan di Jawa
Tengah, 29 di Jawa Timur, 28 perusahaan di Yogyakarta, 8 perusahaan di
Banten, 6 perusahaan di Sumatera Selatan, 5 perusahaan di Jakarta, dan 1
perusahaan di Lampung, mengaku tidak mampu menaikkan upah
(menangguhkan). Proposal penangguhan upah terus bergulir hingga Maret
20009.

Alasan penangguhan upah karena terkena dampak krisis finansial
global: menurunnya order dan mahalnya bahan baku. Dalam
Kepmenakertrans 2003 mengenai Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah
Minimum disebutkan bahwa penangguhan upah harus melalui tahapan
perundingan, pelaporan dan audit publik. Sayangnya, hingga detik ini,
peranan pemerintah untuk memastikan perusahaan mana yang benar-benar
terkena dampak krisis tidak terlihat.

Di lain pihak, kenaikan upah 2009 hanya 9o persen dari kebutuhan
hidup layak. Padahal KHL tersebut versi pemerintah. Komponen Hidup Layak
(Permenakertrans No. 17 Tahun 2005), menetapkan kebutuhan 46 komponen
kebutuhan buruh.

Tabel Perbanding Upah 2008 dan 2009

Wilayah UMP 2008 (Rp) UMP 2009 (Rp) KHL Versi Pemerintah (Rp)
NAD 1.000.000 1.200.000 1.650.000

Papua 1.105.500 1.216.100 1.700.00

Jawa Barat 568.193.39 628.191.15 731.680

Yogyakarta 586.000 700.000 820.484

Dari beberapa sumber, diolah oleh LIPS

Setiap tahun memang ditetapkan KHL yang diklaim sebagai hasil
survei bersama Dewan Pengupahan, tapi faktanya upah minimum yang
ditetapkan tidak pernah mencerminkan KHL.

Beberapa survey serikat buruh menyatakan bahwa kebutuhan hidup
layak memiliki bias dari berbagai segi. Sehingga buruh tidak pernah sempat
untuk menabung. Salah satu faktor melemahnya daya beli beli buruh adalah
Kebijakan liberalisasi keuangan telah menyebabkan fluktuasi harga-harga
barang kebutuhan pokok. Faktor lain yang melemahkan daya beli buruh
adalah kebijakan privatisasi barang-barang publik.

Privatisasi pendidikan dan kesehatan, pencabutan subsidi air dan
listrik serta privatisasi-privatisasi barang lain telah menjadi pendukung
pelemahan daya beli buruh.

Resistensi

Menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk, maraknya PHK,
dan menurunnya daya beli buruh memunculkan resistensi. Aksi-aksi



dilakukan di depan pabrik, di rumah pemilik perusahaan dan di pusat-pusat
pemerintahan. Beberapa aksi dilakukan dengan mengusung tuntutan-
tuntutan normatif hingga yang cenderung politis. Metode aksinya pun
beragam: demonstrasi, pawai hingga mogok kerja.

Tampaknya serikat buruh semakin akrab dengan metode aksi yang
terbuka daripada perundingan. Bagaimana pun juga aksi merupakan bagian
dari pendidikan dan pengorganisasian.

Selama semester I 2009 telah terjadi lebih dari 445 kali aksi dengan
jumlah peserta paling banyak (39%). Setiap aksi diikuti oleh peserta lebih dari
100 orang. Jadi, dalam satu hari bisa terjadi aksi 2 kali aksi di lokasi yang
berbeda. Tuntutan-tuntutan aksi seputar hak-hak normatif (57%) diikuti
menuntut kebebasan berserikat (15%) dan menolak PHK (14%).
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Dengan melihat perkembangan aksi dari sisi intensitas,
kepesertaan dan tuntutan, maka tidaklah benar apa yang
disampaikan oleh pemerintah Indonesia mengenai keberhasilan
mencegah PHK masal. Dan tidak tepat pula bahwa pertumbuhan
ekonomi dapat membuka lapangan kerja. Pada faktanya, dalam
situasi krisis pelanggaran hak normatif yang telah diatur undang-
undang pun banyak dilanggar. PHK terus terjadi bukan hanya

kepada buruh kontrak dan outsourcing, tetapi kepada buruh tetap
plus aktivis serikat.

Sebaliknya, rejim SBY telah mendukung terjadinya pemberangusan
hak berserikat dan hak mendapatkan pekerjan yang layak.

Pada sisi lain, resistensi serikat buruh memperlihatkan akumulasi yang
maju dalam bentuk forum, komite aksi, aliansi maupun front. Momen-



momen yang mengondisikan persatuan gerakan buruh adalah respon
terhadap pemilu presiden 2009 dan peringatan Hari Buruh Internasional.

Privatisasi PLN, Air, Pos, Kereta Api, Telekomunikasi dan barang
publik lainnya sangat berpengaruh besar terhadap daya beli buruh. Tapi isu
tersebut masih eksklusif di kalangan buruh BUMN. Dalam beberapa aksi isu
buruh kontrak dan outsourcing (job security) terus mengemuka. Bahkan, isu
tersebut semakin menggelinding pada saat pemilihan presiden 2009. Hingga
semester I 2009, isu tersebut semakin dominan di kalangan serikat buruh.
Hal ini merupakan penanda bahwa kebijakan fleksibilisasi pasar tenaga
sangat merugikan buruh.

Penutup

Dalam beberapa hal Pemilu 2009 memiliki kemiripan dengan Pemilu
1955, tiap organisasi massa buruh mendukung partai pilihannya. Konteks
yang membedakannya adalah orientasi kepemimpinan negara.

Sebagaimana dikatakan Vedi Hadiz, tumbangnya Soeharto pada Mei
1998 memang telah membebaskan upaya pengorganisasian buruh dari sekian
hambatan hukum yang telah lama ada. “Namun, ketika elite lama dan elite
baru kembali terbentuk dalam satu format politik demokratis, buruh
terorganisasi umumnya tetap saja tidak terlibat meskipun terdapat banyak
sarana-sarana pengorganisasian yang baru. Dari kekuatan-kekuatan utama
yang bertarung membentuk kembali kekuasaan pasca-Orde Baru, tak satupun
yang memiliki dukungan konstituensi dari buruh; satu kenyataan yang banyak
diakibatkan oleh disorganisasi sistematik dan marjinalisasi buruh di bawah
Soeharto “(Sedane, 2006).

Pada pemilu 2009, memang banyak aktivis dan serikat buruh terlibat.
Namun, sebagaimana ditegaskan Fauzi Abdullah (Sedane, 2008) bahwa rata-
rata serikat buruh di Indonesia belum memperbaiki situasi internalnya,
terutama kegagalan merumuskan kepentingan utama serikat. Menurutnya,
melawan rejim fleksibilisasi tenaga kerja tidak cukup hanya dengan menuntut
“hapus kontrak dan outsourcing”.



